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ABSTRAK
Penelitian ini adalah dalam rangka meneliti pelaksanaan (implementation) penegakkan
hukum (law enforcement) pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Padang,
khususnya penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
terhadap pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang, yaitu
dilihat dari aspek sosialisasi undang-undangnya, kategorisasi kasus pencemaran
(pelanggaran hukum) oleh pabrik-pabrik karet, dan penerapan sanksi hukum terhadap
penyelenggaraan hukum tersebut. Melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data
dokumenter dan wawancara tentang limbah buangan pabrik-pabrik karet yang ada di
Kota Padang, hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa sosialisasi UU No. 32 Tahun
2009 sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang, namun pelanggaran tetap ada.
Pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat pelanggaran administrative. Sedangkan

pengenaan sanksinya belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara konsisten.
Kata kunci: penegakkan hukum, pencemaran air, sosialisasi UU.

A. PENDAHULUAN

Untuk mengantisipasi sekaligus
menindak berbagai kasus pencemaran
dan pengrusakan lingkungan sebagai
dampak negatif dari pesatnya pemba-
ngunan dan kemajuan kota, yaitu ber-
bagai bentuk pembuangan limbah oleh
berbagai industri dan badan usaha,
pemerintah telah mengeluarkan UU No.
32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya undang-undang
tersebut berisi tiga penegakkan hukum

lingkungan, yaitu penegakkan hukum
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administrasi, perdata, dan pidana. Pene-
gakkan hukum tersebut tidak saja pen-
ting tetapi merupakan keharusan agar
pembangunan fisik dan berbagai badan
usaha di kota-kota tidak menimbulkan
efek pencemaran lingkungan di atas
ambang batas toleransi, terutama yang
bersumber dari limbah industri manu-
facturing maupun jasa.

Kota Padang sebagai salah satu
kota yang memiliki potensi pencemaran
air cukup besar, karena industri-industri
maupun badan-badan usaha jasa yang
berskala besar masih berada dalam

wilayah Kota Padang. Dari pengamatan
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keseharian, bahkan dari hasil penelitian
Nofrizal (2003), serta data dari Bape-
dalda Sumbar Tahun 2000, telah terjadi
pencemaran air di sepanjang aliran su-
ngai Batang Arau, Batang Kuranji, dan
muara Batang Air Dingin yang bersum-
ber dari limbah berbaga industri. Seba-
gai contoh, pembuangan limbah dari
Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil, PT.
Lembah Karet, PT. Famili Raya, PT.
Semen Padang, TPA Sampah Air
Dingin, IPT (tinja) Air Dingin, dan lain-
lain.

Terkait dengan pencemaran air
oleh berbagai industri atau badan usaha
tersebut, karena pencemaran air memi-
liki lingkup yang luas baik dari aspek
sumber pencemaran maupun air sebagai
objek pencemarannya, maka penelitian
ini memfokuskan kajiannya pada pence-
maran sungai dan oleh pabrik-pabrik
karet yang ada di Kota Padang. Oleh
karena itu permasalahan penelitian yang
hendak diteliti adalah bagaimana pene-
gakkan hukum lingkungan hidup (UU
No. 32 Tahun 2009) oleh Pemerintah
Kota Padang terhadap kasus-kasus pen-
cemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet
di Kota Padang.

Dari uraian di atas dapat dirumus-

kan masalah penelitian ini sebagai beri-

Jurnal PPKn & Hukum

kut: (1) Sejauhmana UU No. 32 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Lingkunan
Hidup telah disosialisasikan oleh Peme-
rintah Kota Padang terhadap industri-
industri termasuk pabrik-pabrik karet
peghasil limbah yang mencemarkan air
di Kota Padang? (2) Bagaimana gamba-
ran kategori kasus pelanggaran hukum
(administrasi, perdata, dan pidana) yang
telah dilakukan oleh pabrik karet peng-
hasil limbah yang mencemarkan air di
Kota Padang? (3) Sejauhmana tindakan
pengusutan secara hukum terhadap pa-
brik-pabrik karet yang telah melanggar
UU No. 32 Tahun 2009 atau nyata-nya-
ta telah mencemari air di Kota Padang?
B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Tanggung jawab perusahaan un-
tuk mencegah dan menanggulangi keja-
dian pencemaran haruslah dianggap se-
bagai bagian dari tanggug jawab sosial
perusahaan (corporate social responsi-
bility). Ada beberapa tanggung jawab
perusahaan yaitu: 1) Tanggung jawab
pembuatan Amdal, RKL, dan RPL. 2)
Tanggung jawab berdasarkan tanggung
jawab melakukan sef monitoring, sef re-
cording, dan sef reporting. 3) Tanggung
jawab untuk melakukan audit lingku-
ngan. 4) Tanggung jawab untuk mengo-

lah limbah. 5) Tanggung jawab untuk
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memiliki dan mematuhi izin. 6) Tang-
gung jawab untuk mematuhi kewajiban
yang bersumber pada hukum inter-
nasional. 7) Tanggung jawab melak-
sanakan community-based development
(Santosa, 1998/XV111/6:550).

Dalam penegakkan hukum ling-
kungan (UU No. 32 Tahun 2009) ter-
dapat tiga macam penegakkan hukum,
yaitu penegakkan hukum administrasi,
penegakkan hukum perdata, dan pene-
gakkan hukum pidana. Penegakkan hu-
kum administrasi lebih ditujukan kepa-
da mencegah terjadinya pencemaran
dan perusakan lingkungan melalui pem-
berian hukuman yang bersifat adminis-
trative. Penegakkan hukum perdata
hanya terfokus pada upaya permintaan
ganti rugi oleh korban kepada pencemar
atau perusak lingkungan. Sedangkan
penegakkan hukum pidana ultimum
remedium atau upaya hukum terakhir
yang tujuannya adalah untuk meng-
hukum pelaku dengan hukuman penjara
atau denda. Jadi, penegakkan hukum
pidana tidak berfungsi untuk memper-
baiki lingkungan yang tercemar yang
tercemar tetapi untuk menimbulkan
faktor penjera (deterran factor) (Husin,
2004).
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Untuk penegakkan hukum lingku-
ngan kewenangan dimiliki oleh Penyi-
dik Pejabat Polisi Negara dan PPNS
untuk melakukan penuntutan khususnya
terhadap tindak pidana lingkungan ha-
rus memenuhi empat unsur, yaitu unsur
subjek, unsur perbuatan melawan hu-
kum, unsur kesengajaan atau kelalaian,
dan unsur terjadinya pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup.

Keharusan untuk menegakkan hu-
kum termasuk daerah-daerah yaitu tidak
untuk memperhatikan secara serius per-
soalan lingkungan tidak terlepas dari
konteks atau kronologis hukum ling-
kungan internasional bermula dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang Lingkungan Hidup Ma-
nusia (the United Nations Conference
on the Human Environmen) di Stoc-
kholm 5-6 Juni 1972, Swedia, dimana
Indonesia ikut menjadi salah satu pe-
sertanya. Konferensi tersebut dikenal
dengan Deklarasi Stockholm yang ber-
hasil mendorong konvensi internasional
lain seperti Konvensi Paris (1974),
Konvensi London (1976), dan Konvensi
Den Haag. Dan walaupun baru meru-
pakan soft law dan suatu kodifikasi dari
prinsip atau adegium hukum kebiasaan

internasional seperti yang tercantum
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pada prinsip 21, namun harus dipatuhi
olen masyarakat internasional dalam
membentuk hukum nasionalnya ma-
sing-masing. Misalnya, prinsip 22 me-
minta negara-negara internasional untuk
mengembangkan hukum lingkungan
internasional terutama yang berkaitan
dengan tanggung jawab (liability) dan
ganti rugi (compensation). Seperti yang
dikutip di bawah ini: “States shall
cooperate to develop further the inter-
national law regarding liability and
compensation or victims of population
and other environmental damage
caused by activities within the
jurisdiction or control of such states to
areas beyond their jurisdiction”.
Deklarasi  Stockholm maminta
negara-negara peserta berusaha mencari
penyelesaian bagi dikotonomi antara
kepentingan pembangunan dan kepen-
tingan lingkungan hidup sebagaimana
yang berhasil dirumuskan dalam prinsip
1 vyang berbunyi: “Man has the
fundamental right to freedom, equality
and adequate condition of life, in an
environment of a quality that permits a
lifie of dignity and well-being, and he
bears a solemn responsibility to protect
and improve the environment for

present and future generation...”
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Berdasarkan prinsip 1 di atas,
manusia dianggap mempunyai tanggung
jawab yang khidmat untuk melindungi
dan meningkatkan mutu lingkungan
untuk generasi sekarang dan generasi
yang akan datang. Namun karena tidak
efektif. Deklarasi Stockholm tersebut
mendorong pertemuan PBB tentang
lingkungan di Nairobi (1982) dengan
melahirkan Deklarasi Nairobi, sampai
dibentuknya badan PBB vyaitu World
Commision on Environment and Deve-
lopment (WCED) untuk mempelajari
secara mendalam tentang pelaksanaan
Deklarasi Stokholm yang hasilnya
prinsip Sustanaible Development, sam-
pai pada Konferensi Rio de Janeiro,
Brazil pada tahun 1992 tentang
Lingkungan Hidup dan Pebangunan
(the United Nations Conference on the
Environment and Development) yang
diikuti oleh 178 negara dan kemudian
dikenal dengan Deklarasi Rio (the Earth
Summit) 1992. Pada dasarnya selain
menerima prinsip Sustainable Develop-
ment (Rahmadi, Pembangunan Berke-
lanjutan di Era Desentralisasi, 2001).

Deklarasi Rio 1992 menghasilkan
27 prinsip. Dari 27 prinsip tersebut ter-
dapat sepuluh prinsip yang menjadi un-

sur penting “Sustainable Development”
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sekaligus menjadi prinsip hukum ling-
kungan baru, yaitu: 1) State sovereig-
nity and responsibility, 2) Inter-
generational eguity responsibility, 3)
Intra-generational eguity responsibility,
4) Integral development process, 5)
Common but differenciated responsibi-
lities, 6) preventive action, 7) Good
neighbourliness, 8) Precautionary, 9)
Cost internalization, dan 10) Demo-
cracy and public participation (Husin,
2004).

Walaupun dari Deklarasi Stoc-
kholm sampai Deklarasi Rio memakan
waktu 20 tahun, namun bagi Indonesia
telah meratifikasinya ke dalam hukum
lingkungan nasional pada saat sepuluh
tahun setelah Deklerasi Stockholm.
Seperti sesuai dengan penegasan dari
kesimpulan Konferensi  Lingkungan
Internasional di Den Haag bahwa prin-
sip-prinsip Rio harus diserap ke dalam
hukum nasional maupun hukum inter-
nasional dan diberi status yang tinggi di
tingkat nasional, propinsi dan kabu-
paten/kota agar dapat menjadi pedoman
bagi para pejabat pengambil kebija-
kan/keputusan, administrator, hakim,
masyarakat dan warga, yaitu melalui
pengkodifikasian atau perumusan ke

dalam berbagai peraturan perundang-
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undangan nasional. Atas pertimbangan
itu, pemerintah telah mengeluarkan
berbagai peraturan perundang-undangan
tentang atau yang berkaitan dengan
lingkungan hidup, dan telah memasuk-
kan prinsip sustainable development
sebagai paradigma pembangunan se-
bagaimana yang dituangkan ke dalam
Tap MPR-RI No. Il Tahun 1993 tentang
GBHN yang kemudian dijabarkan da-
lam berbagai peraturan perundang-
undangan.

Khusus untuk pembangunan ber-
kelanjutan di tingkat daerah, pemerintah
pusat (Depdagri) telah menyusun
“Agenda 21 sebagai Cetak Biru
Pedoman Umum Penyusunan Peren-
canaan Pembangunan Berkelanjutan di
Daerah”. Selanjutnya beberapa hukum
tentang atau yang berkaitan dengan
lingkungan hidup tersebut, di antaranya
juga telah dijabarkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan daerah,
termasuk di Propinsi Sumatera Barat
dan di beberapa Kabupaten dan Kota
yang ada dalam wilayahnya. Misalnya,
untuk Sumatera Barat selain sedang
dipersiapkan Agenda 21 Daerah, kemu-
dian sedang menyusun program pene-
gakkan hukum lingkungan. Dan di

antara beberapa masalah lingkungan
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hidup yang sepenuhnya menjadi tang-
gung jawab Pemerintah Propinsi adalah
pengendalian pencemaran air (tidak
termasuk laut). Dalam konteks ini,
gubernur Sumatera Barat telah menge-
luarkan Peraturan Gubernur No. 19
Tahun 2016 tentang Status Mutu Air
Sungai Batang Lembang, Sungai Ba-
tang Agam, Sungai Batang Pangian,
Sungai Batang Ombilin, dan Sungai
Batang Anai. Dalam Peraturan Gubenur
No. 19 Tahun 2016 dikemukakan bah-
wa sumber pencemaran adalah kegiatan
dan/atau usaha yang membuang limbah-
nya ke badan air secara langsung mau-
pun tidak langsung menyebabkan penu-
runan dan/atau tidak berfungsinya air
sesuai dengan peruntukannya, termasuk
baku mutu limbah cair pabrik karet.
Secara umum dapat dikatakan
bahwa pengembangan hukum sebagai
instrumen kebijakan pengelolaan ling-
kungan belum memperlihatkan hasil
nyata bagi terwujudnya pembangunan
berkelanjutan. Hal ini disebabkan keten-
tuan-ketentuan hukum yang tidak atau
belum ditegakkan secara konsisten,
misalnya masih banyaknya kasus pe-
rambahan kayu di berbagai kawasan
taman nasional, kasus pembakaran hu-

tan sehingga menimbulkan kabut asap,
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kasus pembuangan limbah sehingga
menyebabkan pencemaran lingkungan
seperti air, dan lain-lain, apalagi mem-
berikan efek deterrent kepada para
pelakunya. Fakta tersebut menunjukkan
bahwa Indonesia belum mampu secara
konsisten menegakkan atau mematuhi 2
Deklarasi Rio.
C. TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah: (1)
Untuk mengetahui sejauhmana UU No.
32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkugan Hidup telah disosialisasikan
oleh Pemerintah Kota Padang terhadap
industri-industri termasuk pabrik-pabrik
karet penghasil limbah yang mencemar-
kan air di Kota Padang. (2) Untuk me-
ngetahui bagaimana gambaran kategori
kasus pelanggaran hukum (administrasi,
perdata, dan pidana) yang telah di-
lakukan oleh pabrik karet penghasil
limbah yang mecemarkan air di Kota
Padang. (3) Untuk mengetahui sejauh-
mana tindakan pengusutan secara hu-
kum terhadap pabrik-pabrik karet yang
telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009
atau nyata-nyata telah mencemari air di
Kota Padang.

Dari penelitian ini diharapkan da-

pat bermanfaat sebagai berikut: (1) Se-

Vol. 12 No. 1 April 2017 68




Darwianis, Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

cara akademis menambah khasanah
kajian dan referensi tentang implemen-
tasi hukum lingkungan. (2) Secara ope-
rasional dapat dijadikan masukan bagi
Pemerintah Kota Padang, Pemerintah
Propinsi Sumatera Barat, dan lembaga
penegak hukum dalam rangka memper-
hatikan secara serius persoalan pence-
maran air di Kota Padang dan penegak-
kan hukum lingkungan yang telah ada.
D. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian. Pene-
litian ini merupakan penelitian kualitatif
bidang hukum sosiologis yang bersifat
empiris (Sukamto, 1986:12).

Populasi. Populasi penelitian ini
mencakup semua pabrik karet (yang ak-
tif) penghasil limbah yang mencemari
air sungai yang ada dalam wilayah Kota
Padang.

Sampel. Dengan menggunakan
teknik purposive sampling, sampel su-
ngai yang tercemar ditetapkan sungai
Batang Arau, Batang Kuranji, dan Ba-
tang Air Dingin. Alasan utamanya ada-
lah karena ketiga sungai tersebut telah
nyata dan relatif lebih tinggi tingkat
pencemarannya, yaitu oleh pabrik karet
PT. Teluk Luas, PT. Lembah Karet, PT.
Family Raya, PT. Kilang Lima Anak

Gunung, PT. Batanghari Barisan, dan
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PT. Abasiat Raya, yang tentu semesti-
nya mendapat perhatian yang serius dari
Pemerintah Kota Padang.

Jenis dan Sumber Data. Peneliti-
an ini menggunakan dua jenis data,
yaitu: 1) Data sekunder, antara lain ten-
tang dan untuk memastikan pabrik-
pabrik karet penghasil limbah yang
nyata telah mencemari air di Kota Pa-
dang, dan tentang berkas pemprosesan
atau pengusutan (secara hukum) ter-
hadap kasus pencemaran oleh pabrik
karet tertentu, baik yang ada di Bappe-
dalda, kepolisian, PPNS, kejaksaan
maupun di pengadilan. 2) Data primer,
khususnya yang berkaitan dengan infor-
masi tentang sosialisasi undang-undang
pencemaran air dan segi-segi lain dari
penerapan undang-undang tersebut. Da-
ta primer ini akan digali dari informan
atau pejabat yang berkompeten dari
instansi-instansi pemerintahan tersebut
di atas.

Teknik Pengumpulan Data. Tek-
nik pengumpulan data yang digunakan
adalah: a) teknik dokumen dengan
mempelajari dan mengidentifikasi data
sekunder yang ada, b) teknik wawan-
cara, yaitu dengan mewawancarai para

pejabat yang berkompeten di Bappedal-
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da, Polresta/Polsek terkait dan pejabat
PPNS.

Analisis Data. Data sekunder dan
primer dianalisis secara deskriptif-
kualitatif, dengan langkah-langkah beri-
kutnya yang dilakukan: a) Pengecekan
kebenaran dan kelengkapan angket
maupun hasil wawancara. b) Melakukan
verifikasi dan kategorisasi data sejalan
dengan skala nilai atau variabel dan
indikator sebagaimana yang dirumuskan
dalam masalah atau tujuan penelitian. c)
Memberikan penjelasan deskriptif me-
nurut arahan masalah atau tujuan pene-
litian. d) Melakukan analisis secara des-
kriptif-analitis dengan menggunakan
teknik penjelasan beralasan (explana-
tions through reasons).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan pokok-
pokok pembahasannya dapat dideskrip-
sikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009

Dari hasil wawancara dengan sa-
lah seorang informan yang berkompeten
mengungkapkan bahwa pihak Peme-
rintah Kota Padang telah secara mak-
simal melakukan sosialisasi UU No. 32
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ling-
kungan hidup dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya kepada pihak-
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pihak industri pabrik karet yang ada di
Kota Padang, yaitu melalui Dinas Per-
industrian dan Bapedalda (sumber:
Mairizon, Kasubid Pelestarian Lingku-
ngan Industri dan Pemukiman, Bapedal-
da Kota Padang).

Beberapa cara sosialisasi yang te-
lah dilakukan antara lain: (a) Penyam-
paian beberapa aturan penting dan
prinsip tentang pengelolaan lingkungan
hidup umumnya dan pengelolaan lim-
bah khususnya kepada pihak industri
pabrik karet pada saat peraturan per-
undang-undangan terkait diberlakukan,
misalnya saja tentang PP No. 20 Tahun
1990 yang secara khusus mengatur
tentang pengendalian pencemaran air.
Penyampaian ini selain secara lisan atau
pengarahan langsung juga dengan mem-
berikan copy-an peraturan perundang-
undangan yang sangat perlu diperhati-
kan oleh pihak pabrikan. (b) Memberi-
kan atau menyampaikan pengarahan ke-
pada pihak pabrikan setiap kali melaku-
kan kunjungan pengawasan dan pembi-
naan ke lapangan setiap tiga bulan
sekali. (c) Selain menyampaikan secara
lisan dan menyerahkan beberapa peratu-
ran penting yang harus dijalankan, pi-
hak pemerintah daerah melalui Bapedal-

da juga meminta pihak pabrikan untuk
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melengkapi dan/atau memperbaharui
beberapa kelengkapan persyaratan se-
suai dengan aturan yang berlaku. Misal-
nya seperti keharusan untuk memiliki
AMDAL, RKL, dan RPL harus dican-
tumkan dalam izin HO (Hinder Ordo-
nantie) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 28 ayat (1 dan 2) PP No. 20
Tahun 1990.

Upaya sosialisasi demikian di-
lakukan karena pabrik-pabrik karet yang
ada di Kota Padang telah lama ada
sebelum peraturan perundangan tersebut
ada atau dikeluarkan. Sedangkan untuk
pabrikan baru juga diantisipasi bahwa
bagi pihak yang akan mendirikan
pabrikan baru maka menurut ketentuan
pada Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun
1999 yang menentukan bahwa untuk
memperoleh izin usaha bagi kegiatan
yang memiliki dampak besar dan pen-
ting terhadap lingkungan hidup harus
terlebih dahulu dilengkapi dengan ke-
putusan kelayakan lingkungan hidup
yang dikeluarkan oleh instansi yang
bertanggung jawab, yaitu berdasarkan
penilaian dari Komisi Penilai AMDAL
(Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah).
Sedangkan untuk pengendalian dampak
lingkungan khususnya pencemaran air

(tidak termasuk limbah padat) diatur
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dalam PP No. 20 Tahun 1990, seperti
tentang pencemaran air, pengendalian
(seperti izin pembuangan limbah cair,
pengawasan dan pemantauan), baku
mutu air, beban pencemaran, daya tam-
pung beban pencemaran, dan baku mutu
limbah cair.
2. Kategori Pelanggaran Hukum
Adanya pengaduan masyarakat
baik oleh perorangan maupun secara
kolektif seperti pengaduan masyarakat
yang berdomisili di sekitar PT. Lembah
Karet, yaitu warga masyarakat Kelu-
rahan Batipuah Panjang Kecamatan
Koto Tangah Padang. Secara “berjen-
jang” dan tertulis, masyarakat tersebut
telah dua kali menyampaikan keluhan
pencemaran air tersebut kepada pabrik
yang bersangkutan dengan tembusan
kepada beberapa instansi dan pejabat
terkait, jelas merupakan suatu hal yang
positif, karena selain menunjukkan ke-
peduliannya terhadap lingkungan, juga
kesdaran pentingnya lingkungan bagi
kesehatan. Tanggapan masyarakat da-
lam bentuk tanggapan demikian dibe-
narkan oleh hukum UU No. 32 Tahun
2009, dimana setiap warga negara yang
mengetahui atau menduga terjadinya
pencemaran air, berhak melaporkan ke-

pada gubernur Kepala Daerah tingkat |
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atau aparat Pemerintah Daerah terdekat
atau kepada Kepala Kepolisian Resort
atau aparat Kepolisian terdekat.

Dari kasus pencemaran air oleh
lima pabrik karet seperti yang dike-
mukakan di atas, jelas telah melakukan
pelanggaran terhadap PP No. 20 Tahun
1990 tentang Pengendalian Dampak
Lingkungan, yang dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran administrative, ka-
rena pelanggaran yang terjadi tersebut
melanggar pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2): “Pencemaran air
adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan atau
komponen lain ke dalam air oleh kegia-
tan manusia, sehingga kualitas air turun
sampai ke tingkat tertentu yang menye-
babkan air tidak berfungsi sesuai de-
ngan peruntukannya.”

Pasal 1 ayat (4): “Baku mutu air
adalah batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen lain yang
ada atau harus ada dan atau unsur pen-
cemar yang ditenggang adanya dalam
air pada sumber air tetentu sesuai de-
ngan peruntukannya”.

Pasal 1 ayat (5): “Beban pence-
maran adalah jumlah suatu parameter
pencemaran yang terkandung dalam

sejumlah air atau limbah.”

Jurnal PPKn & Hukum

Pasal 1 ayat (7): “Baku mutu lim-
bah cair adalah batas kadar dan jumlah
unsur pencemar yang ditenggang ada-
nya dalam limbah cair untuk dibuang
dari suatu jenis kegiatan tertentu.”

Pasal 17 (a): “Setiap orang atau
badan yang membuang limbah cair
wajib mentaati baku mutu limbah cair
sebagaimana ditetapkan dalam izin
pembuangan limbah cair yang ditetap-
kan baginya.” (b) “Setiap orang atau ba-
dan yang membuang limbah cair seba-
gaimana ditetapkan dalam izin pembua-
ngannya, dilarang melakukan pence-
maran.”

Pasal 19: “Berisi ketentuan ten-
tang pembuangan limbah cair ke tanah
dilakukan atas izin yang dikeluarkan
oleh Menteri KLH.”

Pasal 26 ayat (1): “Pembuangan
limbah cair ke dalam sungai dilakukan
dengan izin yang diberikan oleh Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I.”

PP No. 20 Tahun 1990 tersebut
secara khusus telah dijabarkan dalam
Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016
tentang Baku Mutu Limbah Cair Pabrik
Karet.

Oleh karena itu, jika PP No. 20
Tahun 1990 dan Peraturan Gubernur
No. 19 Tahun 2016 tersebut dilaksana-
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kan secara konsisten maka pabrik-
pabrik karet tersebut dapat diancam
dengan sanksi administrasi dan tindakan
hukum lainnya (tidak dijelaskan, tetapi
tampaknya berupa sanksi pidana dan
sanksi perdata). Misalnya seperti yang
diatur dalam Pasal 36 ayat (3) PP No.
20 Tahun 1990 bahwa Bupati atau
Walikota berwenang memerintahkan
pelaksanaan penanggulangan pencema-
ran air atau melakukan penanggulangan
pencemaran air atas beban pembiayaan
penangung jawab kegiatan bersangku-
tan. Atau mengambil atau mengenakan
tindakan administrasi kepada mereka-
mereka yang melanggar Pasal 17, Pasal
19, Pasal 20, dan Pasal 32 PP No. 20
Tahun 1990 (Pasal 37).
3. Tindakan Pengusutan Hukum

Dari berbagai sumber pencema-
ran air di Kota Padang, salah satunya
dan ada di Kota Padang. Berdasarkan
dokumen Bapedalda, bahwa PT. Family
Raya, PT. Kilang Lima Anak Gunung,
PT. Batang Hari Barisan, PT. Abasiat
Raya, dan PT. Lembah Karet. Tidak
termasuk PT. Teluk Luas. Pencemaran
olen lima pabrik karet tersebut di-
sebabkan oleh belum terlaksananya
pengolahan limbah cair dan butir-butir
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di dalam dokumen UKL-UPL, sebagai-
mana mestinya.

Terungkapnya kasus pencemaran
air oleh lima pabrik karet tersebut tidak
terlepas dari pengaduan (secara kolek-
tif), LSM dan temuan monitoring Bape-
dalda Kota Padang. Dari pengaduan
masyarakat, umpamanya, pengaduan
yang datang dari masyarakat yang
berdomisili di sekitar PT. Lembah
Karet, yaitu warga masyarakat Kelu-
rahan Batipuh Panjang, Kecamatan
Koto Tangah, Padang. Secara “berjen-
jang” dan tertulis, masyarakat tersebut
telah dua kali menyampaikan keluhan
pencemaran air tersebut kepada pabrik
karet tersebut. Namun pengaduan ter-
sebut tidak mendapat tanggapan/respons
dari pihak pabrik karet terkait. Sedang-
kan dari hasil monitoring baik dengan
atau tanpa bersama LSM diperoleh te-
muan telah terjadi pencemaran lingku-
ngan (air) akibat pembuangan limbah
(yang telah melewati ambang batas Ba-
ku Mutu Lingkungan) secara langsung
ke badan sungai terdekat.

Terhadap pabrik-pabrik  karet
yang menimbulkan pencemaran air ter-
sebut, Bapedalda telah malakukan pem-
binaan dan pengawasan secara rutin dan

berskala, yaitu sekali seminggu bagi
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industri yang bermasalah dan sekali se-
bulan bagi industri yang lain (normal),
yaitu melalui: (1) Menghasilkan pem-
buatan dokumen UKL-UPL, Tahun
2009. (2) Melakukan monitoring secara
rutin terhadap kegiatan pabrik karet. (3)
Memberikan saran kepada pihak peru-
sahaan dalam pengelolaan IPAL. (4)
Memberikan teguran terhadap pabrik
karet yang hasil limbah cairnya di atas
Ambang Baku Mutu Limbah Cair. (5)
Dari hasil teguran yang disampaikan,
pihak perusahaan telah membuat surat
pernyataan untuk melaksanakan perbai-
kan terhadap pemakaian realisasi dari
pernyataan tersebut. (6) Melakukan ra-
pat koordinasi dengan dinas/instansi
terkait di lingkungan pembinaan, penga-
wasan dan pengendalian terhadap
pabrik-pabrik karet tersebut (disalin dari
dokumen).

Sekarang, kasus pencemaran ling-
kungan oleh lima pabrik karet di Kota
Padang sedang dibawa ke Jakarta yaitu
ke Menteri Negara Lingkungan Hidup
untuk mendapatkan saran dan bantuan
untuk penegakkan hukum lingkungan
atau tindakan lebih lanjutnya.

Berbagai persoalan pencemaran
lingkungan hidup serta kelemahan-kele-

mahan penegakkan hukum lingkungan
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di tingkat nasional juga terproyeksi di
berbagai daerah Propinsi Sumatera Ba-
rat umumnya dan di Kota Padang khu-
susnya, walaupun kasus-kasus pence-
maran atau pengrusakan lingkungan
antara Kota Padang dan daerah-daerah
lainnya itu ada yang berbeda.

Kota Padang, seperti yang Kita
ketahui, sebagai ibu kota propinsi tidak
saja menjadi pusat pemerintahan pro-
pinsial tetapi juga mengalami perkem-
bangan yang relatif pesat, tidak saja
dalam artian demografi dimana pen-
duduknya sekitar 70 mendiami kawasan
aliran sungai tetapi yang lebih menen-
tukan adalah dalam bidang industri,
perdagangan dan parawisata. Selain itu,
Kota Padang juga mengalami persoalan
dampak negatif dan kecenderungan pe-
mukiman baru ke dataran rendah yang
merupakan daerah tampungan air (re-
tarding basing), dan berubahnya tata-
guna lahan di sekitar sungai. Kesemua
fenomena atau fakta dinamika tersebut
menjadi sumber pencemaran lingku-
ngan yang sangat potensial di Kota Pa-
dang, dan sekaligus mendorong dan
pencemaran, kesehatan umum, dan
lingkungan.

Memang di satu sisi dengan ke-

majuan ilmu pengetahuan dan teknologi
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pemanfaatan terhadap berbagai sumber
daya alam relatif telah meningkatkan
kemakmuran, namun dampak samping
yang tidak dikehendaki pun tidak dapat
dihindari seperti soal pembuangan ba-
han sisa atau limbah baik yang berasal
dari sumber domestik seperti limbah
rumah tangga perkampungan dan Kota,
pasar, terminal, rumah makan, rumah
sakit, dan usaha jasa seperti hotel, sta-
siun penampungan bahan bakar dan
perbengkelan maupun dari sumber non
domestik seperti pabrik, industri, perta-
nian, peternakan, perkebunan, transpor-
tasi dan sumber-sumber lainnya.

Jika kita cermati dengan baik
pembuangan limbah-limbah dari ber-
bagai sumber tersebut, secara langsung
maupun tidak langsung telah dan atau
dapat mencemari air di sepanjang aliran
sungai (batang air) yang ada di Kota
Padang. Apalagi dalam wilayah Kota
Padang terdapat lima daerah aliran
sungai (DAS), antara lain seperti sungai
Batang Arau, Batang Kuranji, dan
Batang Air Dingin.

Baik yang dapat kita cermati
langsung maupun yang Kkita ketahui
melalui pemberitaan di koran bahwa
berbagai pengaduan atau gugatan ma-

syarakat atas berbagai ketergantungan
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masyarakat oleh berbagai pencemaran
merupakan pemandangan atau pembe-
ritaan yang lazim. Misalnya saja secara
akademis dari penelitian Jhon Nofrizal
terhadap tiga sungai utama di Kota
Padang, yaitu dengan menggunakan
parameter kualitas fisik air, fisika dan
parameter kimiawi ditemukan bahwa
kualitas air sungai di tiga kawasan
aliran sungai tersebut berdasarkan PP
RI No. 82 Tahun 2001 termasuk pada
golongan kelas 11, walaupun ada bebe-
rapa parameter dari hasil pengukuran
termasuk pada golongan kelas 1. Pen-
cemaran tersebut disebabkan oleh fak-
tor-faktor aktivitas manusia yang mem-
buang limbahnya, baik domestik mau-
pun non-domestik yang tidak terkontrol
ataupun tidak melalui pengolahan
terlebin dahulu ke badan perairan
terutama oleh pabrik yang berada di ka-
wasan sepanjang ketiga daerah aliran
sungai di Kota Padang (Nofrizal, 2003).

Jika kita perhatikan Deklarasi Rio
pada Prinsip kesepuluh (Democracy
and Public Participation), partisipasi
publik melalui pelaporan atau penga-
duan kepada pemerintah seharusnya
menghargai dan meresponnya Secara
positif, bahkan menindaknya sesuai
dengan Pasal 43 PP No. 82 Tahun 2001.

Vol. 12 No. 1 April 2017 75




Darwianis, Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Namun demikian, terhadap laporan atau
pengaduan yang diajukan kepada peme-
rintah cenderung tidak jelas penye-
lesaiannya, atau paling tidak, tidak di-
ketahui bagaimana respon atau tindakan
pemerintah daerah Kota Padang. Ke-
adaan demikian sudah berlangsung cu-
kup lama. Lagi pula jika kita mengacu
pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun
1999 tentang AMDAL (berlaku efektif
Desember 2000), dengan jelas ditegas-
kan berbagai bentuk usaha yang dapat
menimbulkan dampak besar dan pen-
ting terhadap lingkungan hidup harus
terlebih  dahulu dilengkapi dengan
AMDAL. Sedangkan permohonan izin
usaha harus dilengkapi dengan kepu-
tusan kelayakan lingkungan hidup yang
dikeluarkan oleh instansi yang bertang-
gung jawab, yaitu berdasarkan penilaian
dari Komisi Penilai AMDAL (Tingkat
Pusat dan Tingkat Daerah). Sedangkan
untuk pengendalian dampak lingkungan
khususnya pencemaran air (tidak ter-
masuk limbah padat) diatur dalam PP
No. 20 Tahun 1990, seperti tentang
pencemaran air, pengendalian (seperti
izin pembuangan limbah cair, pengawa-
san dan pemantauan), baku mutu air,

beban pencemaran, daya tampung be-
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ban pencemaran, dan baku mutu limbah
cair.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan
bahwa pemerintah Kota Padang telah
melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun
2009 tentang Pencemaran Air dan per-
aturan perundang-undangan yang terkait
lainnya. Sedangkan dari pelanggaran
yang terjadi masih dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran administrative. Da-
sar penetapan kategori pelanggaran ini
telah dijabarkan melalui instrumen hu-
kum yang telah dibuat oleh pemerintah
antara lain adalah dengan mengeluarkan
Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.
19 Tahun 2016.

Dilihat dari penegakkan hukum-
nya, secara umum masih belum optimal
dan konsisten. Sulitnya penegakkan hu-
kum lingkungan hidup secara konsisten
terkait dengan kondisi sosial-ekonomi
Sumatera Barat umumnya dan Kota Pa-
dang khususnya, yakni persoalan sulit-
nya menarik investor. Bila pemerintah
daerah atau instansi berwenang ingin
menegakkan hukum lingkungan secara
konsisten, maka resikonya para investor
yang ada akan “minggat” dengan mene-

lantarkan banyaknya tenaga kerja, me-
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ngurangi PAD serta menambah kesuli-
tan bagi masuknya investor baru ke dae-
rah yang selama ini memang juga ter-
kesan sulit. Namun di sisi lain, jika kita
longgar atau tidak tegas menjalankan
hukum lingkungan, pabrik-pabrik karet
tersebut cenderung melalaikan kewaji-
ban hukumnya bahkan mengabaikan
peringatan-peringatan yang telah di-
berikan.
2. Rekomendasi

Solusi atau pemecahan masalah
yang dapat direkomendasikan kepada
pemerintah adalah tetap berupaya lebih
optimal lagi dalam meningkatkan sosia-
lisasi dari item-item penting dari per-
aturan perundangan yang terkait dengan
tanggung jawab pabrikan dalam me-
ngendalikan pencemaran air oleh pem-
buangan limbah cair oleh pabrik karet.
Kemudian juga penting merealisasikan

sanksi administratif secara progresif.
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